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BUPATI MAJENE 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

PERATURAN BUPATI MAJENE 
NOMOR 15 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

BUPATI MAJENE, 

 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Majene Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa 

ketentuan yang belum diatur sehingga perlu ditinjau 
kembali; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 

Desa setiap Desa Anggaran 2020; 
 

 
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 No 42), Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penganganan Pandemik 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 
rangka menghadapi ancaman yang mengancam 
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem 

keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87); 

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 

2020 (Berita Negara Republik Indonesia  tahun 2019 
Nomor 220); 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia No 80 Tahun 2015  (Berita Negara 
Tahun 2018 Nomor 157); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Dana Desa Tahun 2020; 

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang 
Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2202 Nomor 367); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah 

dan dana desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 
penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/ataumenghadapi ancaman yang membahayakan 
perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 377); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor Nomor 6 

Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor  6); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Majene Tahun Anggaran 2020; 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN 

PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA TAHUN ANGGARAN 2020. 
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Pasal I 

Beberapa ketentaun dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Majene Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai 

berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 
15, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Majene. 

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan 

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 

sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan 
Perangkat Kabupaten. 

4. Bupati adalah Bupati Majene. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.  

8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban 

keuangan Desa. 

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang 

akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara 
membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa 

dengan jumlah Desa secara nasional. 
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11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat 
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin 

tinggi. 

12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka 
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 

kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. 

13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan peningkatan pelayanan publik di Desa, 

mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian 
Desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar 

Desa. 

14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya 

disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan 
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan 
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 

infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. 

15. Bantuan Langsung Tunai Desa  yang selanjutnya 

disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai 
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang 

bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak 
ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus       
Disease 2019 ( Covid-19). 

 

2. Ketentuan  pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 7 

Berdasarkan penyesuaian atas perubahan rincian Dana 

Desa setiap desa maka dilakukan perubahan penetapan 
rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten 

Majene Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan aiantara 
ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3a), 
ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke 
Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum 
Daerah. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan 

ketentuan: 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat 

bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen); 
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b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat 

minggu keempat bulan agustus sebesar 40% (empat 
puluh persen); dan 

c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 20% (dua 
puluh persen). 

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima 

dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, 
dengan ketentuan; 
a. Tahap I berupa Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana 

Desa; 
b. Tahap II tanpa Dokumen Persyaratan; 

c. Tahap III berupa: 
1. Peraturan Desa Mengenai APBDesa 

2. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 
Sebelumnya 

3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian 
Keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II, 

menunjukan realisasi Penyerapan Paling sedikit, 
Sebesar 50% ( lima puluh persen) dan capaian 

keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 50% 
(Lima Puluh Persen); dan 

4. Laporan Konvergensi Pencegahan Stanting 

Tingkat Desa Tahun Anggaran Sebelumnya. 

(3a) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana 

Desa disalurkan dengan, persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dengan tambahan Ketentuan: 

a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 
3 (tiga) kali dengan Besaran : 
1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (Lima Belas 

Persen); 
2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (Lima Belas 

Persen); 
3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepulu Persen). 

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam         
3 (tiga) kali dengan besaran : 
1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (Lima Belas 

Persen); 
2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (Lima Belas 

Persen); 
3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepulu Persen). 

c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar 
penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan 

d. Tahap tiga dilaksanakan sesuai ketentuan dalam 
ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
huruf c. 

(3b) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 
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a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam         

3 (tiga) kali dengan Besaran : 
1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (Lima Belas 

Persen); 
2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (Lima Belas 

Persen); 
3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepulu Persen). 

b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran 
paling cepat 2 (dua) minggu; dan 

c. Tahap tiga dilaksanakan sesuai ketentuan dalam 
ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
huruf c. 

(3c) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana 
Desa Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

pada ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c. 

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b angka 2, dan huruf c angka 1, dihitung 
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari 
seluruh kegiatan. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

angka 2, dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan 
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, 

uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan 
capaian keluaran. 

(6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian 

keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6), Bupati meyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur 
kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa. 

(8) Dalam hal tabel referensi data sebagimana dimaksud 

pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, 
Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi 

kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

(9) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri. 

(10) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi 

penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas 
Desa kepada Kepala KPPN dan Bupati. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam berita 

Daerah Kabupaten Majene. 
 

 
Ditetapkan di Majene 

pada tanggal 1 Juli 2020 

BUPATI MAJENE, 
 

CAP/TTD 
 

H. FAHMI MASSIARA 
 

Diundangkan di Majene 
pada tanggal 2 Juni 2020 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 
 

CAP/TTD 
 

BURHAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 15. 
 


